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TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan
belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan
Indonesia yang cerdas dan  kompetitif bagi lulusan
sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki
potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan
ekonomi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 74
dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 54 /P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG  PENYELENGGARAAN BANTUAN  BIAYA
PENDIDIKAN BIDIKMISI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, yang selanjutnya disebut Bidikmisi
adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan sekolah menengah atas
atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki
keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan
Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pasal 2

Bidikmisi bertujuan:

a.

meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi
peserta didik yang memiliki berpotensi akademik baik tetapi memiliki
keterbatasan ekonomi;

meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa,
khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi;

menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat
waktu;
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d. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-
kurikuler maupun ekstra kurikuler;

e. menimbulkan dampak bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain
untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif;

f. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian
sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
(1) Pemberian Bidikmisi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi.
(2) Ketentuan lebih lanjut Tata cara pemberian Bidikmisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 4
(1) Komponen Bidikmisi adalah :
a. bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;
b. bantuan biaya hidup; dan
c. biaya resetlemen/biaya pengelolaan Bidikmisi .

(2) Komponen Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5
(1) Calon penerima Bidikmisi pada pendidikan tinggi terdiri atas:

a. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang
akan lulus pada tahun berjalan; atau

b. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang
lulus 1 (satu) tahun sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi.

(2) Persyaratan penerima Bidikmisi:
a. warga Negara Indonesia;

b. memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik
baik yang didukung bukti dokumen yang sah;

c. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

d. lulus seleksi masuk perguruan tinggi yang diadakan oleh tim seleksi
nasional atau seleksi mandiri.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerima Bidikmisi
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
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Pasal 6
(1) Dana Bidikmisi berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

(2) Dana Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung-
jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Batas Waktu pemberian Bidikmisi:

a. Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima
Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu 8 (delapan) semester untuk
program Diploma IV dan Sarjana, serta 6 (enam) semester untuk
program Diploma III.

b. Bidikmisi untuk Akademi Komunitas diberikan maksimal 4 (empat)
semester untuk program Diploma II, dan 2 (dua) semester untuk
program Diploma I.

c. Bidik Misi untuk program studi yang merupakan satu kesatuan
antara program Sarjana dengan program profesi difasilitasi oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sampai lulus program profesi,

yaitu:

1. Profesi Dokter maksimal 4 semester.

2. Profesi Dokter Gigi maksimal 4 semester.

3. Profesi Ners maksimal 2 semester.

4. Profesi Dokter Hewan maksimal 2 semester.

5. Profesi Apoteker maksimal 2 semester.

d. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai
dengan tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Perguruan Tinggi dapat mengalokasikan biaya
pendidikan yang bersumber dari dana yang sah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme batas waktu pemberian
Bidikmisi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Pemantauan dan evaluasi Bidikmisi dilakukan oleh tim yang ditetapkan
Direktur Jenderal.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN



